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ABSTRAK

Salah satu masalah di Kabupaten Bondowoso adalah munculnya toko-toko
modern yang tidak terkendali. Meski, sudah ada Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional dan Toko Modern, tetap saja terjadi berbagai pelanggaran. Ini
memunculkan persoalan: apa sebenarnya isi Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda
No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Bondowoso?; bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Ayat
(3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012 tersebut dilihat dari analisis kebijakan
publik dan konsep maslahah?

Penelitian berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 3 Tahun 2012 Kabupaten Bondowoso” Tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaann danToko Modern (stady Pasal 7 Ayat (3)
dan Pasal 14 Ayat (1)), ini berupaya menjawab dua persoalan tersebut. Penulis
menggunakan perspektif kebijakan publik untuk melihat pelaksanaan dan
penerapan perda tersebut. Tujuannya: (1) untuk mengetahui isi Pasal 7 Ayat (3) dan
Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012; (2) untuk menjelaskan pelaksanaan Pasal 7 Ayat
(3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012 dilihat dari perspektif kebijakan publik;
dan (3) untuk memaparkan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat
Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso dari konsep maslahah.

Penelitian termasuk penelitian lapangan (Field Research) dengan subjek
penelitian adalah Diskoperindak, Dinas Perizinan Terpadu, dan Satpol PP
Kabupaten Bondowoso dan objek penelitiannya berupa Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal
14 Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 di tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan.

Penelitian ini bersifat deskritif analitik, yakni mencari uraian menyeluruh
tentang peraturan dan pelaksanan penataan pasar tradisional dan toko modern di
kabupaten Bondowoso setelah Perda Nomor 3 Tahun2012 ditetapkan. Data
penelitian diperoleh melalui observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan yang “digunakan' dalam" penelitian- ini adalah pendekatan
kebijakan-pablik dan; mas/ahah: Sementara itu, analisis data yang dipakai terdiri
atas: (1) kategorisasi data; (2) penyusunan-dan pengelompokkan data sesuai obyek
penelitian; (3) penyajian dan analisis data.

Setelah penelitian dilakukan, ditemukan: (1) Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14
Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 berisi peraturan zonasi—jarak
antara toko modern dan pasar tradisional adalah 1.000 meter—dan jam operasi toko
modern; (2) dari sisi analisis kebijakan publik, Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik. Hanya, dalam
pelaksanaanya tidak sesuai dengan kebijakan publik karena masih banyak
pelanggaran dan pembiaran atas pelanggaran itu; (3) dari sisi maslahah, Pasal 7
Ayat (3) dan Pasal 14 juga sesuai dengan ukuran-ukuran maslahah. Namun,
pelaksanaannya tidak sesuai dengan maslahah karena banyaknya pelanggaran yang
terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencerminkan adanya pelanggaran-
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip maslahah.
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MOTTO

“Betapa bodohnya manusia, dia
menghancurkan masa Rinl sambtl
mengkhawatirkan masa depawn, tapt

menagis di masa depan dengan

mengingat masa lalunya”

(Ali Bin Abi Thalib)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rl No. 158/1987 dan No. 05436/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
Ba>’ B Be
ta>’ T Te
sa> S es (dengan titik di atas)
J>m J Je
ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah)
kha>’ Kh kadan ha
da>l D De
za>l y4 Set (dengan titik di atas)
za>’ R Er
za V4 Zet
si>n S Es
syi>n Sy Esdanye
sa>d §{ es (dengan titik di bawah)
da>d D{ de (dengan titik di bawah)
ta>’ T{ te (dengan titik di bawah)
za>’ Z} zet (dengan titik di bawah)
‘an ‘ komaterbalik di atas
gan G -
fa>’ F -
ga>f Q -
ka>f K -
la>m L -

viii
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mi>m

nu>n

wa>wu

T sz Z

A ha>

hamzah ‘ Apostrof

ya>’ Y -

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

aeal ditulis Ahmadiyyah

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata
1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

dclas ditulis jama>ah
2. Biladihidupkan ditulist, contoh:
f«@;j\ ‘\-A\)S ditulis ka>ra>ma>tul-auliya>’

D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulisi, dan dhammah ditulis u.
E. Vokal Panjang
a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan-u panjang. ditulis u>, nasing-
masing dengan tanda (-) hubung di-atasnya
F. Vokal-Vokal Rangkap
1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh:
2853 ditulis Bainakum
2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh:

J$ ditulis Qaul
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G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan
Apostrof (‘)

eﬁﬁ ditulis A’antum

» ¥ . ,
e ditulis Mu’annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Biladiikuti huruf Qamariyyah

O all ditulis Al-Qur’a>n
ol ditulisAl-Qiyass

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

elandl ditulis As-sama>’
u-M-*-d‘ ditulis Asy-syams
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD
J. Penulisan Kata-K ata Dalam Rangkaian Kalimat
1. Dapat ditulis menurut penulisannya

oanll (553 ditulis Zawi al-furu>d

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Al 251‘ ditulis ahl‘as-Sunnah
2D s 1 ditulis Syaikh al-1Sa> m atau Syaikhul-ISla>m
X
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berkedaulatan hukum. Dalam konstitusi
R.I. 1950 pada pasal pertama disebutkan, “republik Indonesia yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu Negara hukum”. Ungkapan serupa tergambar dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada alinea keempat disebutkan,
“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-
undang dasar Negara Indonesia”.! Dari sini jelaslah bahwa nagara republik
Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan hukum, yang menjadikan hukum
sebagai payung untuk melidungi hak-hak warganegara dan mewujudkan tatatanan
kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam bernegara.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan luhur yaitu untuk
mewujudkan kesejahteran umum. Tujuan tersebut telah mendorong fungsi Negara
menjadi lebih besar daripada sekedar menjaga keamanan dan ketertiban. Negara
kemudian. diberi kebebasan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap
perlu melalui prinsip freies ermessen,” yang diiringi dengan pembuatan peraturan
agar segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sesuai dengan cita-cita semula

yakni turut mampu mewujudkan kesejahteraan umum serta memberikan keadilan

' Yamin Muhammad Mr. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. (Jakarta:
djambatan. 1951), hlm. 68.

2 Sf Marbun dkk. Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran. (Y ogyakarta
UII Press. 2001), hlm.vi.
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dan kenyamanan kepada seluruh rakyat Indonesia.’Dalam hal ini jelas, peran
negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis. Maksudnya, peran negara
dirasakan betul oleh masyarakat. Ini merupakan ciri dari negara hukum modern di
mana negara selain mendapat peran strategis dalam mengeluarkan segala
kebijakan tetapi kebijakan tersebut harus sesuai dengan aturan hukum atau role of
law.

Salah satu peran dan fungsi Negara dalam konteks negara hukum adalah
Negara harus berperan aktif dalam urusan kemasyarakatan guna mewujudkan
kesejahtraan umum.* Peran pemerintah harus lebih divokuskan pada bidang
pelayanan umum, seperti pelayanan pajak, pengawasan pasar, pembuatan undang-
undang untuk melindungi segenap warga negara, serta menyediakan sarana dan
prasarana bagi kepentingan publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibuat pendistribusian tugas dan fungsi
dari pusat ke daerah melalui mekanisme daerah otonom atau otonomi daerah.’

Daerah diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri dalam rangka membangun

3 Peraturan dibuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kebebasan tersebut oleh negara. Ini
terkait dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak rakyat. Karena itu,
diperlukan peraturan yang mampu menjadi alat kontrol sehingga tidak terjadi penyalahgunaan
kekuasaan yang dimiliki oleh negara.

4 Drs. Hasan suryono, S.H, M.Pd., Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan,
(Yogyakarta: penerbit Ombak. 2015), hal. 187

5 Otonomi daerah, sebagaimana disebutkan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 1 poin h, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat undang-undang otonomi
daerah, (Yogyakarta;bintang cemerlang,1999), him. 4
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kemandirian daerah serta meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan
masyarakat.®

Penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokrasi,
keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragamaan daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus didasarkan pada otonomi luas, nyata,
dan bertanggung jawab. Adapun otonomi daerah yang luas dan utuh ada pada
daerah kabupaten.

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu
meningkatkan kemandirian daerah terkait. Itu sebabnya wilayah daerah kabupaten
atau daerah kota tidak ada wilayah administratif-nya. Dalam penyelenggaraan
otonomi daerah peran dan fungsi legislatif daerah juga harus ditingkatkan, baik
sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.’ Pada titik ini, kualitas otonomi daerah
bisa diukur dari sejauhmana kebijakan oleh Pemerintah Daerah dapat
menumbuhkan prakarsa dari masyarakat bukan menyebabkan ketergantungan
akibat kebijakan yang mémbatasi kréativitas masyarakat:®

Untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan
baik, maka Pemerintah Daerah diberi satu kewenangan untuk mengawasi
pelaksanaan kebijakan tersebut. Kewenangan ini disebut dengan fungsi

pengawasan yang dilakukan agar dalam penyelenggaraan kebijakan tidak terjadi

® Dadang Juliantara, Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa,
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), him. x.

7 Dadang Juliantara, Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa,
(Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000), hlm. ix-x.

8 Ibid, hlm. x.
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pelanggaran yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi
masyarakat.

Meskipun Pemerintah Daerah dengan jelas telah menetapkan sebuah
kebijakan melalui Perda, namun relitasnya penyelenggaraan itu tidak selalui
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Banyak kasus justeru menunjukkan
pelanggaran atas berbagai Perda yang dibuat. Salah satu kasus yang bisa
disebutkan di sini adalah palanggaran yang terjadi di Kabupaten Bondowoso
terkait peraturan pasar tradisional dan toko modern sehingga banyak merugikan
terhadap UMKM yang ada.

Hal ini ditunjukkan masih banyaknya bermunculan toko modern yang
berjejaring yang tumbuh subur di berbagai daerah di kabupaten Bondowoso. Data
yang diperoleh dari radaronline salah satu media eletronik di kabupaten
bondowoso, jumlah toko modern yang berjejaring di kabupaten Bondowoso pada
tahun 2013 berjumlah 50 toko modern yang berjejaring yang tersebar di 10 titik
pasar tradisional. 50% persen diantaranya keberadaanya berdekatan dengan pasar
tradisional’.

Padahal, Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebenarnya telah menetapkan
Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Bab V tentang “Pendirian” Pasal 7
Ayat (3) disebutkan: “jarak pasar tradisional dan toko modern, kecuali mini

market mandiri dengan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam

% https//radaronline.id/2017/04/13/dinas perijinan ragu beberkan jumlah data toko
modern berjejaring (diakses pada hari senin tanggal 23/10/2017).
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ayat (2) huruf b paling dekat 1000 (seribu) meter untuk area dalam kota dan 1000
(seribu) meter di wilayah kecamatan diluar area dalam kota.”

Di sisi lain, terdapat toko modern yang beroperasi di luar ketentuan atau
Perda No.3 Tahun 2012. Padahal, Perda tersebut sudah mengatur secara tegas
bahwa jam operasi toko-toko modern harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Jika peraturan itu tidak diikuti, maka ada sanksi administrasi bagi para
pelanggarnya.

Kenyataan ini kemudian memunculkan banyak spekulasi sekaligus
kegelisahan akademik bagi Penulis mulai dari pesoalan apa yang sebenarnya
terjadi dalam proses penyelenggaraan Perda tersebut; bagaimana Perda tersebut
dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait; sampai pada mengapa masih banyak toko
modern yang melanggar Perda tersebut. Dari sederet persoalan tersebut, penelitian
ini difokuskan pada kajian atas peraturan dan pelaksanaan pasal 7 Ayat (3) dan
Pasal 14 Perda Kabupaten Bodowoso No.3 Tahun 2012 tentang Penataan dan
Pembinaan  Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan di
Kabupaten Bondowoso dilihat dari analisis kebijakan publik dan konsep
maslahah.

Dipilihnya Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian karena penulis
melihat pertumbuhan toko modern berjejaring di kabupaten bondowoso kian
meningkat dan persaingan dengan pasar tradisional semakin tidak bisa dihindari,
di tambah lagi dengan keberadaan toko modern yang posisinya berdekatan dengan

pasar tradisyonal. Selain itu penulis juga ingin memberikan sumbangsi pemikiran
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atau gagasannya mengenai permasalahan yg terjadi di atas terhadap kota asal

penulis.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, dapat dituliskan tiga rumusan maslah
sebagai berikut:

1. Apa isi Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat
Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun
2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern,
dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso dilihat dari perspektif
teori kebijakan publik?

3. Bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun
2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern,
dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso dilihat dari konsep
maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui isi Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3
Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso.
b. Untuk menjelaskan pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
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Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten
Bondowoso dilihat dari perspektif kebijakan publik.
c. Untuk memaparkan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3
Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso
dari perspektif maslahah.
2. Manfaat penelitian
a. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah
Bondowoso dalam penerapan Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda
No. 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten
Bondowoso.
b. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait
tindakan apa yang harus diambil jika ada pelanggaran terhadap
Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 14 Perda No. 3 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pembinaan @ Pasar Tradisional, Toko Modern, dan
Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso.
D. Telaah Pustaka
Setelah membaca dan melihat beberapa literature yang ada
mengenai pasar tradisional dan toko modern disini penulis mendapatkan
beberapa literature yang membahas tentang pasar tradisional dan toko

modern diantaranya adalah sebagai berikut:
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Skripsi karya Ahmad Izudin dengan judul “Kebijakan pemerintah
tentang pasar tradisional di Bantul (Analisis dari perspektif pengembangan
masyarakat). Skripsi ini membahas tentang regulasi kebijakan pemerintah
dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisioal di kabupaten bantul
selain itu juga membahas tentang dampak regulasi kebijaka pemeritah
dalam segi eksistensi pasar tradisioal ditengah pusaran pasar modern yang

semakin masuk ke pelosok desa.!”

Membandingkan dengan skripsi
penulis, disini penulis membahas tentang apa sebenarnya penyebab dari
inkonsistensi dalam penerapan perda NO.3 Tahun 2012 tentang penataan
dan pembinaan pasar tradisional, toko modern, dan pusat perbelanjaan di
kabupaten bondowoso. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan
analisis kebijakan pablik dalam menganalisis permasalahat tersebut diatas.

Kedua, skripsi karya Eka Nurwanta yang berjudul “Pengelolaan
pasar tradisional dan toko modern berdasarkan perda No.17 Tahun 2012
tentang pengelolaan pasar dalam kerangkka otonomi daerah di kabupaten
Bantol” skripst ini. membahas tentang pengelolan pasar tradisional dan
toko modern setelah perda No.17 tahun 2012 diberlakukan tetapi masih
banyaknya pelanggaran yang terjadi serta membahas tentang hambatan

dalam mengelola pasar tradisional dan toko modern setelah berlakunya

perda No.17 Tahun 2012.!" Skripsi ini hampir sama dengan apa yang akan

10 Achmad Izzudin. “Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis
Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)”, Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan pengembangan
masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2012, Skripsi tidak dipublikasikan.

! Eka Nurwanta. “Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern Berdasarkan Perda
No.17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangkka Otonomi Daerah Di Kabupaten
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dibahas oleh penulis itu sendiri bedanya adalah tempat penelitian yang
berbeda kalau Eka Nurwanta di kabupaten bantul sedangkan penulis
melakukan penelitian di kabupaten bondowoso. Selain itu perbedaan
dalam segi pembahasan pun juga berbeda kalau penulis lebih menekankan
pada apa penyebab terjadinya pelanggaran tentang penerapan perda No. 3
tahun 2012 di kabupaten bondowoso beserta dampak yang ditimbulkan
dari pelanggaran tersebut terhadap pasar tradisional.

Ketiga yaitu skripsi karya Nurul Khasanah yang berjudul” Aspek
Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat
perbelanjaan dan toko modern di kabupaten Sleman (studi toko modern
jejaring alfamart dan indomart) skripsi ini membahas tentang aspek hukum
dari peraturan daerah yang mengatur tentang toko modern serta mengapa
pertumbuhan toko modern dikabupaten sleman cukup tinggi dan apakah
pendirian toko modern sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah kabupaten sleman. Selain itu skripsi ini menggunakan teori
Negara hukum dalam dalam mengkaji pérmasalahan tersebut.'? Sedangkan
skripsi penulis ‘membahas tentang bentuk pelanggaran-dari penerapan
perda No. 3 Tahun 2012 serta apa penyebab dari/ pelanggaran dalam

penerapan perda tersebut dan dampaknya bagi pasar tradisional. Dan

Bantul”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan.

12 Nurul Khasanah, “Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 tentang
Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern
Jejaring Alfamart dan Indomart), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan ilmu hukum UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2015, Skripsi tidak dipublikasikan.
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selain itu penulis lebih menekankan pada kajian tentang analisis kebijakan
publik yang diambil oleh pemerintah kabupaten Bondowoso.

Keempat skripsi karya Irwan Hayat yang berjudul “Politik Idam
Samawi Peraturan Bupati Bantul No.12 Tahun 2010 Tentang Penataan
Pasar dan Toko Modern di kabupaten Bantul”. Pada intinya skripsi ini
membahas tentang kepemimpinan idam samawi ketika menjadi bupati
Bantul dalam melindungi Pasar Tradisional, serta untuk menumbuhkan
ekonomi kerakyatan dalam arus pasar bebas yang kian cepat. Jadi skripsi
ini lebih ke gaya kepemimpinan bupati dalam menangani masalah yang
ada di masyarakat dengan segera mengeluarkan perda tentang penataan

1.13 Perbedaannya dengan penulis disini

toko modern di kabupaten bantu
adalah penulis lebith menekankan kepada penyebab pelanggaran terhadap
perda nomer 3 tahun 2012 di kabupaten bondowoso.

Kelima skripsi karya Chamim Chairul Annas skripsi ini membahas
tentang pengaturan zonasi pasar modern dengan pasar tradisional di
wonosobo. D1 mana terdapat dualisme pasar dalam satua area pasar induk,
letak pasar modern berada tepat-disebelah timur lantai 3 di wonosobo.
Sedangkan di sebelah' barat danc/sekelilingnya adalah pasar tradisional.
Skripsi ini ingin mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan sehingga

tidak terjadi kecemburuan sosial.!* Sedangkan bedannya dengan penulis

3 Irwan Hayat, “Politik Idam Samawi Peraturan Bupati Bantul No.12 Tahun 2010
Tentang Penataan Pasar dan Toko Modern Di Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2011, Skripsi tidak
dipublikasikan.

14 Chamim Chairul Annas, “Aspek Hukum Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional
Di Wonosobo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Pasar Induk Wonosobo)”, Skripsi

10
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adalah penulis membahas tentang penerapan serta pelaksanaan perda no 3
tahun 2012 dikabupaten bondowoso, tidak hanya itu penulis juga lebih
menekankan apa faktor penyebab masih banyaknya pelanggaran yang
terjadi dikabupaten bondowoso.

Keenam skripsi karya Rizky Almazeina skripsi ini membahas
tentang dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan toko modern terhadap
pasar tradisional khususnya pasar Demangan dan superindo jalan urip
sumoharjo yang ada dikota Yogyakarta. Selain itu skripsi ini membahas
tentang pengaruh tenaga kerja, pelanggan, dan eksistensi pasar tradisional
terhadap pendapatan pedagang pasar dan upaya menjaga eksistensi pasar

1. Bedanya dengan penulis adalah penyebab terjadinya

tradisiona
pelanggaran dan penerapan terhadap perda nomer 3 tahun 2012 di
kabupaten Bondowoso
E. Kerangka Teori
a) Teori Kebijakan Publik
Untuk ‘menjamin Kesejahteraan di dalam masyarakat, perlu adanya
perlindungan dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam
hal ini pemerintah memiliki kebijakan penuh melalui otonomi daerah untuk

megatur dan mengembangkan daerah menurut prakarsa daerah tersebut. Karena

pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri, maka

Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2017,
Skripsi tidak dipublikasikan.

15 Rizky Almazeina, “Pengaruh Keberadaan Pasar Modern Supermarket Superindo
Jalan Urip Sumoharjo Terhadap Pasar Demangan Di Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun
2011, Skripsi tidak dipublikasikan
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melihat permasalahan yang ada di daerah bondowoso yaitu semakin menjamurnya
pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah bondowoso maka pemerintah
daerah mengeluarkan PERDA No.3 Tahun 2012 tentang penataan pasar,pusat
perbelanjaan dan toko modern. Perda itu dibuat untuk melindungi pasar
tradisional dari maraknya pusat perbelanjaan dan toko modern yang mulai
bermunculan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan unsur utama
untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro akan pembangunan
soial sangat diperlukan untuk meluruskan dominasi globalisasi dan kapitalisme
sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial.'® Pemerintah sebelum
membuat kebijakan harus melihat beberapa aspek dalam membuat kebijakan,
yaitu sebagai berikut

1) Proses perumusan masalah (penyusunan agenda)

2) Forecasting (formulasi kebijakan)

3) Rekomendasi kebijakan (Adopsi kebijakan)

4) Monitoring kebijakan (Implememntasi kebijakan) dan yang terakhir,

5) Evaluasi kebijakan (penilaian kebijakan).'”

Semua proses itu-harus dilalui agar kebijakan yang akan diambil bisa tepat
dalam mensejahterakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri
yaitu memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Maka dari itu setelah kebijakan ditetapkan evaluasi kebijakan sangat

penting dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan dalam

16 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 43.

'7 Drs. AG. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Konsep,Teori dan Implementasi),
(Yogyakarta:pustaka pelajar,2013), hlm. 9.
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mencapai tujuannya apakah berhasil atau gagal, memenuhi aspek akuntabilitas
publik atau tidak. Selain itu menunjukkan pada stakeholder manfaat dari

kebijakan tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama!'®.

Evaluasi
kebijakan tidak bisa dilakukan sedini mungkin, karena dampak dari suatu
kebijakan belum tampak harus memerlukan waktu yang cukup lama. Semakin
strategis suatu kebijakan maka akan diperlukan tenggang waktu yang cukup
panjang. Sebaliknya semakin teknis sifat dari kebijakan maka evaluasi dapat
dilakukan dalam waktu yang relative singkat.
Dalam melakukan evaluasi ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:
1) Yang pertama, Output di mana keluaran dari sebuah sistem kebijakan.
2) Yang kedua, Outcome di mana hasil dari suatu kebijakan dalam jangka
waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebiijakan.
3) Yang ketiga, yaitu impact (dampak) yaitu akibat lebih jauh pada
masyarakat ~ sebagai  konsekuensi adanya  kebijakan  yang
diimplementasikan.®
b) Teori Good Goveranance
Selain dalam segi kebijakan, dalam hal penerapan kebijakan khususnya
bidang pelayanan publik juga harus di evaluasi agar birokrasi publik dapat
menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, efisien, responsive dan non-

partisipan. Sehingga tujuan dari PERDA khususnya PERDA No.3 Tahun 2012

tentang penataan pasar, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dijalankan

18 Ihid, hlm.123.
19 Ihid, him.122.
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sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Demi tercapainnya kesejahteraan
dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini kualitas penyelenggaran pelayanan publik adalah referensi
yang dapat digunakan oleh warga Negara untuk menjadi indicator dari kualitas
suatu pemerintahan. Karena didalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif
antara warga Negara dan pemerintah.?® Reformasi pelayanan publik dapat
memiliki dampak yang meluas terhadap perubahan aspek-aspek perubahan
pemerintahan lainnya sehingga perubahan pada penyelenggaraan praktek
pelayanan publik dapat menjadi lokomotif bagi upaya perubahan menuju good
governance.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik
strategis untuk memulai pengembangan di Indonesia. Yang pertama, pelayanan
publik menjadi ranah di mana Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi
dengan lembaga non-pemerintah. Jadi dalam ranah pelayanan publik ini sering
terjadinya interaksi yang intensif antara pemerintah dengan wargannya. Yang
kedua, berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara relative lebih
mudah dalam ranah pelayanan publik. Yang ketiga, pelayanan publik melibatkan
kepentingan semua unsur governance.’!

Karena pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, maka
kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi

indicator dari kualitas suatu pemerintahan. Untuk menilai kualitas pelayanan

20 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,
(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2008), hlm.143

2 Ibid, him.21-24.
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publik, terdapat sejumlah indicator yang dapat digunakan. Dengan meminjam
pendapat Lenvine (1990:188), maka produk pelayanan publik di dalam Negara
demokrasi harus memenuhu tiga indicator yaitu:

1. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia
layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan
pengguna layanan. Di mana kritik dan saran dari masyarakat harus
diterima dan dibenahi dengan cepat oleh penyedia pelayanan publik.

2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan
administrasi dan organisai yang benar dan telah ditetapkan.

3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menujukan
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan publik sesui dengan
kepentingan steakholders dan norma-norma yang sesuai dengan
masyarakat.??

Selain, itu’ Sadarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat
unsur atau prinsip yang -dapat member gambaran administrasi publik yang berciri
kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala

tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

22 Ibid, him.143-144.
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2. Transparansi, pemerintahan yang baik akan bersikap transparan
terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan, terbukannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan
tanggapan dan kritik terhapan keperintahan yang dianggapnya tidak
transparan.

4. Aturan hukum, menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat
terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.?

Demi tercapainnya pemerintahan yang baik maka pemerintah harus
memenuhu prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta memenuhi tiga cirri
pelayanan publik yang baik pula. Agar masyarakat mendapatkan keadilan dan
kesejahteraan terhadap aturan dan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat
oleh pemerintah. Seperti kebijakan tentang penataan pasar tradisional yang
tertuang dalam perda No.3 Tahun 2012 yang bertujuan untuk melindungi pasar
tradisional.

Semakin menjamurnya toko modern dan pusat perbelanjaan yang ada
setelah ditetapkannya perda  tersebut, toko modern semakin menggerus
keberadaan pasar tradisional dengan membangun toke modern yang berdekatan
dengan pasar tradisional itu sendiri. Hal ini masih banyak terjadi di wilayah
bondowoso.

Pengelolaan pasar tradisyonal juga kurang diperhatikan, dalam skripsi ini

penulis akan meneliti peneyebab terjadinya pelanggaran tersebut tentang penetaan

2 Yenny, Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam Pelaksanan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota
Samarinda), lihat e-jornal.an.fisip.unmul.org diakses pada 18 September 2017.
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pasar tradisyonal dantoko modern yang masih tidak tertata dengan wajar bahkan
setelah perda di tetapakan.

c) Teori Maslahah

Maslahah secara etimologi merupakan kata tunggal dari lafaz masalih
yang pada hakikatnya sama dengan kata sal/luha yang berarti “mendatangkan
kebaikan”. Selain itu, maslahah terkadang digunakan atau dikonotasikan dengan
makna “mencari kebaikan”.** Dalam Usil Figh, maslahah digunakan sebagai
salah satu acuan untuk menentukan perkara hukum Islam selain al-Qur’an, as-
Sunnah, I[jma’, Qiyas, Istihsan, ‘Urf, Syari’at sebelum kita dan mazhab sahabat.

Sebagai sebuah dalil hokum, maslahah bias digunakan untuk menjadi
landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum Islam. Dengan kata lain,
terhadap masalah tertentu dapat ditetapkan hukumnya dengan mempertimbangkan

kemaslahatan di dalalmnya.

Jumhur ulama berperndapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nas
atau ijma’, pada dasarnya didasarkan atas hikmah untuk meraih manfaat atau
kemaslahatan dan menghindarkan mafsadatnya. Oleh karena itu, setiap ‘illah yang
menjadi ~ landasan ‘suatu “hukum sebenarnya  bermuara— pada kepentingan
terciptanya kemaslahatan manusia. Pendeknya, ‘hakikat’ dari hukum yang
ditetapkan oleh nas, didalamnya terdapat kemaslahatan manusia, baik

kemaslahatan di dunia maupun di akahirat.?

24 Akhmad Khusairi, “Evolusi Ushul Figh Konsep Dan Pengembangan Metodologi
Hukum Islam” (Yogyakarta: Pustaka I[lmu Group, 2013), hlm.79.

25 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm. 206.
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Dalam sebuah kaidah Usil Figh disebutkan:
2 badiaz e 2 il 3

Kaidah tersebut berarti “mencegah keburukan lebih didahulukan daripada
mencari kebaikan”. Jika dikaitkan dengan sebuah kebijakan Negara atau
pemerintah, kaidah ini menegaskan bahwa jika kebijakan memberikan dampak
buruk dan positif terhadap negara dan rakyat, lebih baik kebijakan ini tidak di
kembangkan dan diterapkan. Menghindari hal yang akan menyebabkan kerusakan
ketimbang mengambil manfaat, lebih utama karena konsekuensi yang akan terjadi

akan memberikan dampak negatif ketimbang segi manfaatnya.?®

Meskipun demikian, menentukan maslahah tidak dilakukan secara
serampangan dengan mempertimbangkan akal semata, tetapi harus dilakukan
dengan penuh kehati-hatian. Karena itu, para ulama membuat beberapa keriteria
yang harus dijadikan ukuran dalam membatasi akal kala menggunakan konsep

maslahah 1ini.

1. Maslahah, tersebut .harus bersifat wma'qil (reasonagble) dan relevan
(munasib) dengan kasus hukum yang memang telah ditetapkan oleh nusiis.
Artinya, ada kesesuaian dan relevansi antara kasus yang dicari aspek
maslahah-nya dengan teks-teks hukum Islam yang ada.

2. Maslahah tersebut harus bisa di terima oleh pemikiran rasional. Artinya,

maslahah bias diterima oleh akal sehat. Jika dikaitkan dengan kebijakan

26 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah, (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam) (Jakarta:
Yofa Mulia Offset, 20017), hlm. 17.
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publik, maka sebuah kebijakan harus benar-benar mencerminkan

rasionalitas publik.

3. Maslahah tersebut harus sesuai danga maksud syari’ dalam menetapkan
hukum dan tidak boleh bertentangan denga nusiis, baik dengan dalil-dalil
tekstual atau dasar-dasar pemikiran substansialnya. Artinya, maslahah itu
harus sesuai dengan magasid asy-syart‘ah®’.

Dalam perkembangannya, magasid asy-syari‘ah tidak hanya dimaknai
sebagai hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql
(menjaga akal) hifz an-nas! (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta),
atau dikelompokkan pada daruuriyyah (necessities), hajiyvah (needs) dan
tahsiniyyah (luxuries).”® Menurut Jasser Auda, maqdsid asy-syari‘ah harus
digeser dari awalnya bermakna protection and preservation menjadi development
and rights; dari strategi bertahan yang pasif-defensif (sistem tertutup) ke strategi
menyerang yang aktif-ofensif (sistem terbuka). Misalnya, hifz ad-din tidak hanya
diartikan menjaga agama, melainkan digeser menjadi kebebasan beragama dan
berkerpercayaan; hifz al- ‘agl dari menjaga akal menjadi pengembangan pemikiran
saintifik, berijtihad, menghindari taklid dan ketumpulan pemikiran; hifz an-nasl!
dan hifz an-nafs dart menjaga keturunan dan jiwa menjadi pemeliharaan martabat

kemanusiaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia; dan hifz al-mal dari menjaga

27 Ibid, him. 83

28 Ab( Ishaq asy-Syatibi dalam al-Muwaafaqat fi Usil al-Hukmi (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
1996), hlm. 326. Lhat pula: Hamka Haq, 4sy-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam
Kitab al-Muwadafaqat (Yogyakarta: Erlangga, 2007).
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harta menjadi pengembangan ekonomi, pelayanan sosial, memperbaiki sosial, dan
meminimalisasi kesenjangan ekonomi.?’
F. Metode Penelitian
Untuk menemukan jawabab atau pemecahan masalah yang timbul dari
penerapan perda tersebut ,maka metode penelitian yang akan digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (Field
Research), di mana penelitian yang akan dilakukan di daerah bondowoso ini
untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan penataan pasar
tradisional dan toko modern setelah adannya perda N0.3 Tahun 2012.
2. Subyek dan Obyek Penelitian
a. Subyek Penelitian
Subyek dari penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber
informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang
aka diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informannya adalah
kepala dinas pengelolaan pasar di bondowoso; kepala dinas perijinan di
bondowoso, pedagang pasar/dan satpol PP
b. Obyek Penelitian
Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan,

pelaksananna serta faktor penyebab pelanggaran terhadap perda no 3 tahun

2 Jasser Auda, Magqasid asy-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach
(London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 248.
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2012 di kabupaten bondowoso terkait penataan dan pembinaan pasar
tradisional, toko modern, dan pusat perbelanjaan
3. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskritif analitik, yakni mencari uraian menyeluruh
tentang pelaksanan, penerapan dan faktor penyebab pelanggaran terkait penataan
pasar tradisional dan toko modern di kabupaten Bondowoso setelah perda No.3
Tahun2012 ditetapkan. Setelah berbagai informasi dan data di peroleh maka akan
dilakukan analisa data.
4. Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan beberapa
metode yaitu:
a) Metode observasi
Dalam proses pengambilan data yang dilakukan, penulis
menggunakan metode observasi non partisipan, di mana pengamat
hanya melakukan satu fungsi saja yaitu mengadakan pengamatan
secara’ sistematis tethadap obyek penelitian,?’ yaitu tentang penataan
dan pengelolaan pasar tradisional dan toko modern setelah berlakunya
PerdaNo.3 Tahun 2012.
b) Metode Wawancara
Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data tentang penataan
pasar tradisional dan toko modern, penulis melakukan wawancara

terstruktur dan tidak terstruktur di mana wawancara terstruktur ini

30 Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A., Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi
revisi,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hIm. 176.
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penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan
dengan pedoman yang tegas. Sedangkan wawancara yang tidak
terstruktur di mana penulis melakukan wawancara dengan bahan yang
lengkap dan cermat tetapi dengan gaya penyampaian yang bebas.’!
Dengan bentuk wawancara perorangan artinya penulis hanya
melakukan wawancara degan satu informan atau lebih. Yaitu dengan
kepala Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bondowoso, kepala
Dinas Perizinan di Kabupaten Bondowoso serta pedagang pasar di
Kabupaten Bondowoso dan satpol PP.
¢) Dokumentasi
Pengumpulan data pendukung berupa dokumentasi meliputi: perda,
arsip, dan foto. Yang di peroleh dari beberapa instansi terkait
diantaranya, Dinas Perizinan, Kantor Pengelolaan Pasar Bagian
Hukum, Satpol PP di Kabupaten Bondowoso
5. Metode Pendekata
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan analisis
kebijakan pablik yaitu suatu pendekatan dilihat ‘dari perspektif kebijakan
pemeritah terkait masalah pablik. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan
kondisi masyarakat dan memenubhi prinsip demokrasi, transparan dan akuntabel.
6. Analisis Data
Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis

selanjutnya akan di analisa dengan metode kualitatif. Adapun analisa data yang

31Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 280-282.
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peneliti lakukan adalah yang pertama, data yang terkumpul dari wawancara dan
dokumentasi akan dikategorisasikan untuk menemukan apa yang penting dan apa
yang masih harus dipelajari. Yang kedua, data-data yang telah terkumpul
kemudian disusun dan dikelompokkan sesuai dengan obyek penelitian yang telah
dirumuskan sebelumnya. Ketiga, penyajian dan analisis data, serlanjutnya data
yang diperoleh dari informan, kemudian akan di tafsirkan dengan mengunakan
teori-teori yang telah di sebutkan diatas*
G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, Sistematika pembahasan dibagi dalam empat Bab, yaitu:

Bab Pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematiaka pembahasan.

Bab Kedua berisi gambaran umum tentang pengelolaan pasar tradisional
dan toko modern

Bab Ketiga tentang penyelenggaraan perda NO.3 Tahun 2012 di mana
terdiri dari pelaksanaan perda NO.3 Tahun 2012, realitas pelaksanaan perda,
bentuk-bentuk pelanggaran perda, faktor penyebab -pelanggaran perda NO.3
Tahun 2012.

Bab keempat memuat tentang analisis kebijakan publik dan maslaha atas
pelaksanaan perda NO.3 Tahun 2012.

Bab kelima dalam bab ini peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang

kemudian dilanjutkan dengan saran - saran dan kata penutup.

32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 248.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, Penulis menemukan dua hal berikut:

1. Pasal 7 Ayat (3) Perda Kabupaten Bondowoso No. 3 Tahun 2012 berisi
tentang peraturan zonasi atau jarak yang ditentukan bagi pelaku usaha
mendirikan toko modern. Ditentukan jarak toko modern ke pasar
tradisional adalah 1.000 meter.

2. Dari sisi analisis kebijakan publik, Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012, secara prosedural sudah sesuai.
Hanya saja, pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
kebijakan publik. Selain sistem evaluasi berupa sanksi yang tidak
berjalan dengan baik, juga tidak diterapkannya aspek responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2012 yang terjadi justeru melanggar ketiga aspek
pelayanan publik itu.

3. Dari sisi masfahah, aturan tentang sistem zonasi dan jam operasi toko
modern bisa dimaknai mengandung kemaslahatan. Peraturan itu
mengandung prinsip-prinsip keadilan, sesuai dengan rasionalitas
public, dan tujuan syariat. Hanya, dalam pelaksanaanya tidak selalu
sesuai denga aturan. Jika pelanggaran itu tidak ditindak, maka bukan

maslahah yang dicapai, tetapi mafsadat.
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B. Saran

Terdapat beberapa saran yang hendak Penulis sampaikan kepada beberapa

pihak terkait penelitian ini:

1. Sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dinas terkait
seperti Dinas Perizinan, Diskoprindag, dan Satpol PP, dalam
menjalankan tugasnya hendaknya tidak dipengaruhi oleh kepentingan
individu atau kelompok yang bisa merugikan pasar tradisional dan
pelaku usaha kecil.

2. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3
Tahun 2012 mendesak dilakukan baik yang berkaitan dengan
regulasinya maupun berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan
tersebut. Hasil evaluasi hendaknya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan

yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
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PEDOMAN WAWANCARA

LEMBAGA PEMERINTAHAN

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menertibkan pasar modern?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur pengoperasian pasar modern dan pasar
tradisional ?

3. Mengapaterjadi inkonsistensi terhadap perda no 3 tahun 2012?

4. Apakah perizinan yang diberikan sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan?

5. Berapabanyak pelanggaran yang terjadi dalam penataan pasar tradisional dan toko
modern?

6. Apakah adakajian ulang atau revis perdaterkait dengan penataan pasar tradisyona dan
toko moderen?

7. Mengapa pelanggaran dalam penataan pasar tradisional dan toko modern cenderung di
biarkan?

8. Apakah ada sanksi tertentu bagi pelanggar perda tersebut?

9. Jikaperijinan dicabut, apakah pemerintah akan melakukan penggusuran secara paksa
pada pasar modern?
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN DINAS KOPRASI DAN PERDAGANGAN
Bapak Suhartono, S.H. Kepala Bidang Perdagangan. Pada tanggal 06 Februari 2018. Jam
10.06 WIB. Di Kantor Dinas Koprasai dan Perdagangan.

1. Terkait terhadap perlinddungan pak,perlindungan apa yang diberikan oleh
DISKOPRINDAG terhadap pedagang pasar?

Jawaban : Prinsip toko modern dan pasar tradisional harus sama samajalan kalau prioritas
kitayaitu pasar rakyat |ebih padarevitalisas dari fisik pasar maupun manejemennya yang
sesual dengan permendag. Pasar itu secara fisik tidak kalah dengan toko modern baik juga

pengelolaan.

2. Bagaimana penerapan di lapangan mengenai Perda no 3 tahun 2012 tentang

pengaturan toko modern dan pasar tradisional ?
Jawaban : Kalau masalah itu di bagian kepala bidang perdagangan

3. Sgauhini ada Masalah dalam hal pelaksanaan dilapangan tidak pak? Terkait perda
tersebut?

Jawaban : Yang belum hanya zonas zonas itu mungkin kedepan nanti permendag juga
bersinergi dengan daerah bagaimanatidak hanya ijin pasarnyatetapi juga peningkatan SDM
nya pasar yg bagus yang buat percontahan yabak dari ijin,zonasi kalau bangunan fisik pasti
dari pengelolaan dan peran serta pedagang terutama dalam menjaga kebersihan dan
keamanan itu memang gek mudah ya

4. Terkait masalah zonas tadi pak, Langkah apa yang sudah dilaksanakan disprindag?

Jawaban : Yaitu bertahap kitalakukan zonasi itu terutama pasar2 yang baru dibangun

5. Kendaaapa pak yang menyebabkan itu tidak berjalan dan menjadi kesusahan?

Jawaban : Adakalanya kitajua pangan kering ternyata kurang cocok apa gmnaternyatakita
ganti pangan basah padahal cocoknyadi pangan kering.

6. Evauas yang telah dilakukan dari kinerja yang sudah ada?
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Jawaban : Pasar itu direvitalisasi, dimana bagaimana orang itu bisa mengelolaterkait

pedagang revitalisasinya yaitu pelatihan semacam itu, kalau yg sdh jalan pangan aman.

A. Bidang perdaganan dengan bapak har

1. Terkait pelaksanaan dari perda no 3 tahun 2012 bagaimana pak? Perda terrsebut berisi
tentang apa pak?

Jawaban : Jadi UU pasar modern dibuat untuk mengurangi persaingan dengan pasar
tradisional dan adajarak dengan pasar tradisional 1km disitu ada perkembangan bahwa
dengan uu itu ada perubahan bersamaan dengan penataan kota masing2 kabupaten itu
kebijakan jarak ditetapkan oleh daerah artinya daerah memberikan rekomendasi terkait
dengan kedekatan pasar tradisional dan toko modern tapi dirasa rasadisini awal- awal 1000
m tapi dikemudian hari khusus utk penduduk pasar ada beberapa toko seperti toko modern
dan pasar tradisional kurang lebih 600-800 m dan jumlah dibatasi. Tapi dengan ada
perubahan perbup atau perdaitu ada tambahan uttk toko modern. Pembatasan dari jumlah
yang ada kita sebagai tim pengkaji dari dinas perijinan terpadu. Perarturan menteri 1 km

kalau di perbup saya lupa.
2. Terkait jumlah pasar yang ada di kabupaten bondowoso ada berapa pak?

Jawaban : Jumlah pasar di kabupaten bondowoso untuk pasar daerah ada 12, kalau pasar
desa saya kurang paham.

3. Pasar yang dikategorikan penduduk padat penduduk itu pasar mana saja pak?
Jawaban : Kalau pasar darat itu pasar maesan, kota,wonosari dan prajekan.
4. Bagamana Cara pelaksanan perda tersebut dilapangan?

Jawaban : Kalau untuk perdayang adaitu berkaitan dengan retribusi, dan tata kelola

berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban.
5. Ha2 yang dilakukan dinas perdagangan tentang masalah yang ada bagaimana?

Jawaban : Kitaselalu sosialisas baik sosialisasi masalah perlindungan konsumen kita juga
mengecek harga dibeberapa pasar yang ada. Untuk kita follow up sehingga untuk mengatasi
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persaingan yang tidak sehat. Jadi setiap hari kita punya data harga komoditi kita bandingkan

dan informasikan ke masing2 pasar

6. Kondis dilapangan tentang pendistribusian dari kebijakan perda sejauh ini ada
masalah tidak?

Jawaban : Selamaini tidak ada masalah jadi kita bekerja dengan perdaitu berkait dengan
retribusi dan kegiatan pasar tidak ada masalah

7. Terkait dengan masalah jarak itu pak bagaimana?

Jawaban : Kalau mengenal jarak dengan pasar tradisional secara umum tidak menjadi

kendala karenayg dijua beda, komoditi basah dengan komoditi kering

8. Sayabacadi media online tentang adanya pelanggaran tetang jarak pasar tradisional

dengan toko modern bagaimana menyikapi hal itu?

Jawaban : Pelanggarannya pasti ada kayak di wonosari jarak gak sampe 500 m tapi sikap
kita terhadap toko modern tidak boleh bukak pagi, bukaknyajam 10 jadi transaks dipasar
jam 10 kan sudah hampir selesai

9. Kaau utk pasar tradisiona aktivitas mula jam berapa pak?

Jawaban : Jam 1 pagi sampek jam 9-10

10. Ada gak diwilayah bondowoso bukaknya 24 jam?

Jawaban : Ada pasar induk

11. Lalu kalau seperti itu bagaimana pak mengatasi zonasi ?

Jawaban : Kalau utk pasar induk khususnya bondowoso induk sebetulnya tidak menjadikan
Siasat sendiri karenadi pasar induk di jalan sudirman ada toko modern dan sekarang tutup.
Konsumen dipasar induk tidak sama dengan toko modern. Pasar induk aktivitasnyaitu
khusus utk sayur mayur 24 jam. Sedangkan grosir2 ada disekitaran pasar modern jd secara
tidak langsung khusus pasar modern yang dekat dengan pasar tradisional tidak ada kaitannya
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dengan prodak dan bukaknyajam 10 siang kecuali adaijin khusus dari perijinan yg bisa
bukak 24 jam

13. Bagaimana Proses pembuatan perda ?

Jawaban : Perdakita buat mengacu pada undang2 yg Ibh tinggi undang2, perda mengadopsi
dari sebagian aturan yg ada disesuaikan dgn kepentingan daerah dan itu tim yg mengadakan.

14. Bagaimana pak dengan perda yang mengatur 1000m?

Jawaban: Permendag mengatur 1000 m setelah ada perubahan itu wewenang daerah ada

perdaitu yg menentukan zonasi daerah masing2,
15. Perdaini kan termasuk produk daerah pak?

Jawaban : lya, jadi perdano 3 tahun 2012 berkaitan dengan retribusi dan pasar nah perda

yang berkaitan dengan zonas itu ada di dinas perijinan terpadu sayatidak tau no berapa
16. Evaluasi tentang masalah yg ada bagaimana pak?

Jawaban : Evaluas dari pihak perijinan sebelum menerbitkan itu ada tim kitakaji bareng2
termasuk dari diskoprindag, kitalihat bareng2 zonasi lingkar jumlah penduduk dsb.

17. Kalau kaitannya di kec tamanan gmn pak?

Jawaban : Kalau dipasar tamanan  pasar jam 10 sudah bersih,

18. Tapi pasar yg disiasatt kayak gitu kan minimal 600-800m pak?

Jawaban : Itu saya gak tau.yg baru yg berkaitan dengan zonasi kalauyglamazonas 1000 m

Basuki setiawan matematika untuk sd/mi
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN DINASPERIZINAN SATU PINTU
Bapak Subowo Kuncoro, S.Sos. kepala Bidang Pelayanan Perizinan. Dan Bapak Achmad
Rahmadi, S.T. Kasi Pelayanan Perizinan Usaha. Pada Tanggal 07 februari 2018. Jam 10.19
WIB. Di Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu pintu.

1. Bagaimana penjelasan dari perda no 3 tahun 2012 tersebut?

Jawaban : kalau bicaratentang perda kita harus sesuai dengan perda tersebut
mas,setelah itu pemohon kalau mengajukan toko modern ya, diakesini masukin
berkas. Berkas dilengkapi termasuk mulai ada SIUP pusat, terus TDP dari dinas
perijinan sini. Setelah itu kita adakan tim jadi kalau mau mendirikan toko modern kita
ngetim mas dengan datang ke lokasi langsung itu dinas yang terkait, contoh satpol PP,
dinas kesehatan, PUPR, dinas koperasi, dan dinas perijinan itu sendiri.

2. Apayang melatarbelakangi adanya perdaini pak?

Jawaban : kalau latar belakang bisalihat menimbang di Perdaini mas

3. Terkait cara pelaksanaan perda no 3 tahun 2012 bagaimana pak?

Jawaban : yaitu tadi mas, pelaksanaannyadi tim. Masalah di Tim semu sudah
lengkap sudah ok yaijin kita harus keluarkan,pokoknya tim semua mas kalau tim
sudah setuju semua ok ijin keluarkan semua wes.

4. Terkait masalah perda tersebut,untuk kondisi pelaksanaan dilapangan tersebut
bagaimana pak?

Jawaban : sudah di buat perdanyatidak ada masalah.

5. Di dalam perdaini ada pengaturan tentang zonasi, saya baca di radaronline
bondowoso ada beberapa toko modern yg berdekatan dengan pasar itu bagaimana
pak?

Jawaban : 1ya memang di perbup nya memang 1000 m mas, tapi dengan adanya
suatu hal ini yamemang gak ada 1000 m mas kalau dihitung, yaitu mas repotnya
saya sendiri itu. Karena mintak dari dalam yaitu

6. Penanganan dari pihak perijinan gimana pak yang pasar tradisional berdekatan dengan
toko modern?

Jawaban : gak ada mas toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional

7. Evauas dari pihak perijinan bagaimana?

Jawaban : yadisosiaisasikan mas

8. Kaau untuk posisi yang berdekatan tadi pak,ada gak surat perintah dari perijinan ke

satpol PP untuk menindak?
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Jawaban : itu langsung satpol PP mas, karena yang mengatur perda satpol PP,
kewenangan Satpol PP. Kita sudah gak anu satpol PP jadi Satpol PP
langsung,penegak perda ya satpol PP
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TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ibu susilowati, S.H,.M.M. Sekertaris Satpol PP. Pada Tanggal 06 Februari 2018. Jam 11.36
WIB. Di kantor Satuan Polisi Pamonag Prgja.

1. Terkait masalah pelaksanaan perda tersebut,disana diatur tentang pasar
tradisional dan toko modern sejauh mana pel aksanaan perda tersebut,dan
apakah ada pelanggaran dari perdaitu mengena zonas pasar tradisional dan
toko modern?

Jawaban : kan diperijinan,kita hanya pendukung ketertiban dan ketentraman.
Selama pasar modern dan pasar tradisional tidak menganggu ketertiban dan
keamanan kita kan ngak ngapa2in. Kisi2 dikategorikan melanggar atau tidak
kan ijin mas. Pemegang kan sana kita menegakkan setelah perijinan
menunjukan pada kita, naman aja penegakan, penegakan itu regulasi yang
dikeluarkan dengan implementasi. Kitatidak bisa memfoltkan tanpa adanya
rekomendasi dari perijinan. Katakanlah sayaitu polisinya, penyidiknya
penegakan pidananyaitu penyidik, eksekusinya polisi yaitu satpol pp. Jadi kita
bisa melakukan jika ada rekomendasi dari perijinan.

2. Selamaini terkait dengan aturan yang ada mengenai pasar tradisional dan
toko modern satpol pp menerimangak laporan atau menindak terkait dengan
masal ah itu?

Jawaban : menindaknya sih sebatas biasanya pengaduan masyarakat,tapi
dikomunikasikan lebih sentral ke perijinan. Karena komitmen yang sudah
dibuat semua perijinan. Kitaitu yang sifatnyasangat meresahkan baru kita
turun: Tapi kalau bisaprefentif bisadilakukan perijinan-cukup perijinan.

3. Terkait dengan perdatersebut kan sudah-mengatur zonasi 1000m dari pasar
tradisional ,itu bagaimana satpol pp dalam menyikapi hal itu? Apakah masih
dilimpahkan perijinan atau gimana? Soalnya polisi dari aturan tersebut satpol
pp
Jawaban : polisi itu kan eksekutif setelah rekomendasi proses penyidikan,
kita samakayak gitu juga. Kitalebih maaf bukan satu2nya pekerjaan kita
Polisinya pamong prajaitu tidak hanya sebatas itu,jadi semua ada
rekomendasi tidak ujuk?2 kita eksekusi tidak bisa. Untuk gerak2 seperti itu kita
tidak akan melangkah sebelum ada SOP dari perijinan dulu.
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4. Tadi ibuk kan bilang jika ada pengaduan masyarakat dikomunikasikan dengan
perijinan dulu, lalu komunikas seperti apa buk?

Jawaban : saya kan harus spesifik masalahnya gak bisa universal, jenengan
ngantongi masalah baru sandingkan dengan aturan.

5. Komunikasi dengan pihak perijinan dan pelaku pelanggaran itu bagaimana?
Jawaban :pelaku pelanggaran itu kita gini, tidak hanya Satpol PP. Sebelum
melakukan eksekusi kita rapat bersama dulu, semua leader ada diperijinan kita
tidak bisa melangkah, diskusi kepemimpinan ada di perijinan bukan satpol pp
kita hanya tembusan. lyaitupun harus dikoordinasikan, dilevel lembaga ada
tugas sendiri2,kita tidak mungkin intervensi over laping gak mungkin, itu etika
sudah. Katakanlah kalau perijinan belum kita tidak mungkin mendahului jadi
semua yang membidangi adadi perijinan.

6. Selamaini pelangaran yang terjadi itu masih sebatas apa buk?

Jawaban : semua berangkat dari komitmen, komitmen itu apa yang disepakati
dulu selaku kustemet. Dikategorikan pelanggaran jikatidak sesuai dengan
perjanjian, kita kan tidak tahu perjanjiannyaitu apa yang taukan di perijinan
semua.

7. Selamaini yang ditanganin Satpol PP itu apa buk terkait pasar tradisional dan
toko modern?

Jawaban : jenengan kan tau sendiri bondowoso kan tidak terlalu menjamur
dibanding kota besar lainnya,sekarang pasar global yang santer gja gak
masal ah kok. Karena begini semua masyarakat bisa menilai adakala
masyarakat yang butuh kenyamanan ada masyarakat yang butuh harga murah.
Jadi Kita yg butuh kenyamanan tidak terganggu dengan adanya swalayan
justru semakin nyaman.

8. Adagak buk intuksi'dari dinas perijinan untuk mentertibkan toko modern?
Jawaban: di bondowoso cenderung kondusif tidak tumbuh menjamur seperti
kota2 lainnya.

9. Sayabacadi radaronline bondowoso ada beberapa pelanggaran yang terjadi di
kabupaten bondowoso mengenal pelanggaran tersebut?

Jawaban : media pun saya belum tentu percaya, jadi nek jenengan bawa
pengajuannya sendiripun kitajugatidak berpendapat. Relatif sayakan juga
aparat, saya aparat jugatidak ingin dipolemikkan.
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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan
yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna
meningkatkan perekonomian daerah ;

bahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan
skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan
jumlah pelaku bisnis eceran baik pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan
pengaturan mengenal penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan
pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar
tradisiona yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola
oleh pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern perlu pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusai-Perbelanjaan dan Toko
Modern;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730):
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara_ Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75,
Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Peraturan...
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24,
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26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

-3

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu
lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waraaba (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern ;

Peraturan Daerah Provins Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008
Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan_Daerah Kabupaten. Bondowoso .Nomor . 4, Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1
Sari E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

Bupati adalah Bupati Bondowoso.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari
satu baik yang disebut sebagal Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan,
pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, Pasar Tradisional, Pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adal ah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik  Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat
usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang kecil, menengah,  swadaya masyarakat atau koperasi dengan
usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jua beli barang
dagangan melalui tawar menawar.

Pasar Umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjuabelikan
lebih dari. satu_jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pasar Khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian
besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang
dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk
melakukan  kegiatan perdagangan barang.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungs usaha yang digunakan untuk
menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang
berbentuk Perkul akan.

Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjuaan
barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada
konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), yang berbentuk
minimarket mandiri dan minimarket berjaringan.

15. Minimarket...
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
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Minimarket Mandiri adalah tempat usaha untuk melakukan penjuaan
barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada
konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), yang dikelola secara
mandiri.
Minimarket Berjaringan adalah tempat usaha untuk melakukan penjualan
barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada
konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), yang dikelola secara
berjaringan.
Pengelola Jaringan Minimarket, adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan mangjemen dan
sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan
barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan
pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan
mandiri.
Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualanbarang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan
sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang
di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada,
yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara
tunggal.
Pusat perdagangan adalah kawasan Pusat jual beli barangkebutuhan sehari-
hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang
didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau
badan usaha.
Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha
untukmelakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang
diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk
melakukanpenjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada
bangunan/ruanganyang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
Department store adalen sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin
dan/atau tingkat usia konsumen.
Pusat perkulakan adalah sarana atau , tempat  usaha untuk melakukan
pembelian ‘berbagai macam barang dalam- partai besar dari berbaga pihak
dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampal pada sub distributor
dan atau pedagang eceran
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau
badan usaha terhadap sistem hisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian
waral aba.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah
kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperas dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperas sekaligus sebaga gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin
untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang
diterbitkan oleh daerah.

26. 1zin...
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Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya
disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh daerah.

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disingkat
IUP2T, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar
tradisional yang diterbitkan oleh daerah.

Peraturan Zonas adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat
yang mengatur pemanfaatan ruang dan  unsur-unsur pengendalian yang
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata
ruang.

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, Pasar modern dan toko modern di suatu wilayah, agar tidak
merugikan dan mematikan UMKM), koperasi dan pasar tradisional yang ada.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan
ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang
menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokas pengembangan
kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman,
pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam
wilayah Kabupaten Bondowoso yang akan diprioritaskan pengembangannya
dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan
usahab skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang
dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997
tentang Kemitraan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PPNSD
adalah Pejabat Penyidik Pengawa Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara_yang diatur, dalam Undang-Undang . Nomor, 8 Tahun 1981 untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB Il
ASAS DAN-TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
dilaksanakan berdasarkan atas asas:

SQ@ P o0 T

Kemanusiaan;

Keadilan;

K esamaan kedudukan;
Kemitraan;

Ketertiban dan kepastian hukum;
Kelestarian lingkungan;
Kgujuran usaha; dan

Persaingan sehat.

Pasal 3...
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Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
bertujuan untuk :

a

b.

memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperas dan Pasar Tradisiona ;
memberdayakan UMKM, Koperas dan Pasar Tradisiona pada umumnya,
agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat
meningkatkan kesgjahteraannya ;

mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan
dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional yang telah ada dan
memiliki nilai historisdan dapat menjadi aset pariwisata ;

mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperas dan
Pasar Tradisiona dengan pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam
menjaankan usaha dibidang perdagangan ;

mendorong terciptanya partisipas dan kemitraan publik serta swasta
dalampenyel enggaraan usaha perpasaran baik dalam pasar tradisional maupun
Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern ;

terwujudnya sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pasar
Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern dengan UMKM, Koperas
dan Pasar Tradisiona agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai
upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap,
lancar, efisien dan berkelanjutan ;

menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso.

BAB IlI
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan

pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Penataan dan pembinaan, sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) termasuk

perizinan dan kemitraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Maodern dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional .

BAB IV
JENIS PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Pasal 5

Jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terdiri dari:

"o QO0 T

minimar ket;

supermar ket;

hypermar ket;

department store;
perkulakan/grosir; dan

Pasar umum dan pasar khusus

Pasal 6...
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Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjan dan Toko
Modern adalah sebagai berikut:

a

b.

C.

Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m?2
(Empat Ratus Meter Persegi) ;

Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m?
sampai dengan 5000 m? (Lima Ribu Meter Persegi) ;

Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m?2
(LimaRibu Meter Persegi);

Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m2
(Empat Ratus Meter Persegi); dan

Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m?2
(Lima Ribu Meter Persegi).

Pasar Tradisional disesuaikan dengan kebutuhan penduduk.

BAB V
PENY ELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 7

(1) Lokas pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

wajib mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detaill Tata Ruang Kabupaten,
termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat
perkembangan sosid dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka
pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional di wilayah yang
bersangkutan.

(2) Penyelenggaraan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern selain minimarket mandiri wajib memenuhi ketentuan, sebagai

berikut :

a. memperhitungkan kondisi- sosia “ekonomi -masyarakat dan keberadaan
pelaku UMKM, K operasi dan Pasar Tradisional yang ada di wilayah yang
bersangkutan;

b. memperhatikan jarak, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan pasar
tradisional, sehingga tidak mematikan atau “memarjinalkan pelaku
ekonomi di pasar tradisional;

c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertib
dan ruang publik yang nyaman;

d. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi pada posisi
yang sama-sama menguntungkan;

e. menyediakan fasilitas ibadah dan Mandi Cuci Kakus (MCK), kecuali
minimarket ;

f. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang
memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk satu unit kendaraan
roda empat untuk setigp 60 m?2 (enam puluh meter persegi) luas lantai
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;

g. menyediakan...
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g. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi
petugas maupun pengguna Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;

h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hipermarket
dengan padsar tradisiona yang telah ada sebelumnya;

i. penyerapan tenagakerjalokal; dan

J. tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility )

(3) Jarak Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, kecuali minimarket mandiri
dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling
dekat 1.000 (seribu) meter untuk area dalam kota dan 1.000 (seribu) meter di
wilayah kecamatan di luar area dalam kota.

(4) Jarak Pusat Perbelanjaan dan toko modern satu dengan Pusat Perbelanjaan dan
toko modern lainnya, kecuali minimarket mandiri paling dekat 1.000 (seribu)
meter.

(5) Pendirian minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang
domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Pasal 8

(1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus
didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas,
baik dari sis tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosia,
ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistens
UMKM, Koperas dan Pasar Tradisional serta usahalainnya.

(2) Dokumen rencana rincian teknis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan
intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum
tata ruang dan rencana detail tata ruang Kabupaten.

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah Pasar Tradisiona yang
terintegrasi dengan Pusat Perbel anjaan dan Toko Modern selain minimarket.

Bagian Kedua
Lokasi

Pasal 9

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau
kolektor primer atau arteri sekunder.
(2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
a. hanya boleh berlokas pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri
atau kolektor; dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di
dalam Daerah.
(3) Supermarket dan department store :
a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.
(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk
sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan
(perumahan) di dalam Daerah.
(5) Pasar tradisiona boleh berlokas pada setigp sistem jaringan jalan, termasuk
sistem jaringan jalan loka atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan
bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

(6) Luas...
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(6) Luas lantai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan
pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m2 (dua ratus meter
persegi).

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 10

(1) Berdasarkan permodalan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat
digolongkan menjadi:
a. modal skala besar;
b. modal skalamenengah; dan
c. modal skalakecil.

(2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Penjualan

Pasal 11

(1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern, ditentukan sebagai berikut :

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang
konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tanggalainnya;

b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk
sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis
kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

(2) Dalam sistem penjual an sebaga mana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus
mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang
dagangan yang sesual dengan standar mutu dan/atau Standar Nasiona
Indonesia (SNI).

Bagian Kelima
Pemasokan Barang

Pasal 12

(1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya
yangberhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;

b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila
telahdiperjanjikan  di dalam kontrak;

c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan
ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila
tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

d. Pemotongan...
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d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan
barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk
barang dengan karakteristik tertentu; dan

e. Biaya promos dan biaya administras pendaftaran barang Pemasok
ditetapkan dan digunakan secara transparan.

(2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :

a. Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang
diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-
beli;

b. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan
oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target
penjualan;

c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang
diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target
penjuaan;

d. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang
diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan
promosi balk yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;

e. Biaya promos (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada
Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di
Toko Modern;

f. Biayadistribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko
Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang
Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau

0. Biaya administras pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan
besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern
yang dibebankan kepada Pemasok.

(3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan
masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Bagian Keenam
TenagaKerja

Pesal 13

(1) Dalam melakukan usahanya Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
M odern'mempri oritaskan tenaga kerja daerah.

(2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan penggunaan tenaga kerja ini diatur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Jam Kerja

Pasal 14
(1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan Jum’at mulai pukul 10.00-22.00 WIB
b. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-23.00 WIB.

(2) Jam...
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(2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan,
hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB.

(3) Jam kerja minimarket, kecuali minimarket mandiri mulai pukul 10.00 — 23.00
WIB.

(4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk hari besar keagamaan,
hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB.

Bagian Kedelapan
Waralaba

Pasal 15

(1) Dalam kegiatan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem
waralaba.

(2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagal berikut :

a

b.

dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperas di daerah;
mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan
yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni
yang merugikan UMKM dan Koperasi;

mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang
perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat
merugikan UMKM dan Koperasi;

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperas
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan
kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang
seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
waralaba.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Kemitraan

Pasal 16

(1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pasar
Tradisional, PusatPerbelanjaan dan/aiau Toko Modern dilakukan dalam
bentuk sebagai berikut :

a

b.

C.

d.

tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok
UMKM dan Koperasi;

pembayaran dari pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai
atau dalam jangka paling lama 15 hari;

toko modern dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan
barang produksi UMKM dan Koperasi; dan

penggunaan merk sendiri oleh Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko modern menjadi tanggung jawab penuh toko modern.

(2) Bupati dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan Koperasi
serta Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam
perundingan untuk mewujudkan kemitraan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI...
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BAB VI
PERIZINAN

Pasal 17

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.

(2) Persyaratan dokumen untuk memperoleh I[UPP bagi Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern meliputi:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

b. foto copy NPWP;

c. foto copy Akta Pendirian Perusashaan dan perubahannya serta
pengesahannya;

d. foto copy Bukti pelunasan PBB;

e. rekomendas analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau
UKL/UPL,dan ANDALALIN kecuali Minimarket;

f. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan pasar
tradisional;

g. foto copy Izin Pemanfaatan Ruang (1PR);

h. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

i. foto copy Surat 1zin Gangguan (HO);

. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja daerah;

k. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan
yang berlaku; dan

(3) Persyaratan untuk memperoleh IUPB bagi Pasar Tradisiona, Pusat
Perbelanjaan dan IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar
Tradisional terdiri dari:

a. rekomendas analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau
UKL/UPL, dan ANDALALIN;

b. foto copy Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisiona (IUP2T) tempat
berdirinya Pasar Tradisional, Pusat Perbel anjaan dan Toko Modern;

c. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan
yang berlaku; dan

e. Rencana_kemitraan dengan, UMKM  untuk Pasar Tradisional, Pusat
Perbaanjaan atau Toko Modern.

(4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat dan
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) 1zin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan
daftar ulang setiap 5 (Iima) tahun.

BAB VII
RETRIBUSI DAN PERIZINAN

Pasal 18

(1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang memakai
kekayaan daerah dikenakan Retribusi Pemakaian K ekayaan Daerah.

(2) Pemakaian kekayaan daerah oleh Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk
sewa atau kerjasama pemanfaatan atau bangun guna serah atau bangun serah
guna.

(3) Besarnya...
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(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pemungutanretribusi, prosedur serta tata cara pembayaran dan penyetoran,
tempatpembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dalam
PeraturanDaerah Kabupaten Bondowoso tentang Retribusi Daerah.

(4) Penarikan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIlI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWAJBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewagjiban

Pasal 20

Penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusai Perbelanjaan dan Toko Modern,

kecuali minimarket mandiri mempunyai kewajiban:

a. menjain kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan
usaha pasar skala besar, menengah dan kecil,;

b. mentaati ketentuan sebagamana ditetapkan dalam IUPP, IUTM dan IUPZ2T,

termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan

persaingan usahatidak sehat;

meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;

menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

e. memdihara kebersihan, keindahan lokasl dan kelestarian lingkungan tempat
usaha;

f. . mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan
lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya ;

g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan minum-
minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang
lainnya;

h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar
mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali
dalam bentuk minimarket;

i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk
melaksanakan ibadah;

j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan
kesg ahteraan karyawan;

k. menyediakan aat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah
kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan

I.  menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.

oo

Bagian...
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Bagian Kedua
Larangan

Pasal 21

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern dilarang :

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau
jasa secara monopoli;

b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam
gudang dalam jumlah melebihi kewagjaran untuk tujuan spekulasi yang akan
merugikan kepentingan masyarakat;

c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya
membahayakan kesehatan;

d. menjua barang-barang yang sudah rusak, kadaluwarsa, minuman beralkohol,
obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya ;

e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa |zin Bupati;

mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa

|zin sesual peraturan perundang-undangan.

—

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 22

(1) Penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 11
ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasa 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20,
Pasal 21 huruf e dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi admnistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

a teguran;

b. peringatan tertulis;

C. penutupan sementara sarana tempat usaha Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

d. pencabutan izin Usaha ; atau

e. penutupan tempat usaha.

(3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur/dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENY IDIKAN

Pasal 23

(1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, PPNSD diberikan kewenangan
untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang:
a menerima laporan atau pengaduan dari seseorangmengenal adanya
dugaantindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengena diri
tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil...
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e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saks atau
tersangka;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkasa;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik
POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau
kelurganya.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Pejabat Penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan
sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).

(2) Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf adan
huruf b dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

(3) Penyelenggaran Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ¢ dan
huruf d dikenakan sanksi pidanasebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

(4) Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f
dikenakan sanks pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
13:tahun-2003 tentang K etenagakerjaan.

(5) Perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayet (3), dan ayat (4)
termasuk pelanggaran atau kejahatan.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah
operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
sebelum ditetapkannya Peraturan Dearah ini wajib mengagjukan IUPP, IUTM
atau IUP2T yang habis masa berlakunya, paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

(2) PusdL...
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(2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern, selain minimarket mandiri yang telah
beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan
program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu
paling lambat 6 (enam) bulan sgjak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

(3) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket,
Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang
sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

(4) Pemberlakuan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan
ayat (4) berlaku juga untuk minimarket yang sudah berdiri sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan.

BAB XllI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknisp elaksanaannya diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
padatanggal 27 September 2012

BUPATI BONDOWOSO,

ttd
AMIN SATD HUSNI
Diundangkan di Bondowoso
padatanggal 27 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOQOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

UMUM

Keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Bondowoso dalam beberapa tahun
terakhir mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyak yang
“gulung tikar” dalam waktu tidak lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi
semakin banyaknya pusat perbelanjaan, dan toko modern yang merambah hingga ke pel osok
permukiman penduduk. Masyarakat Bondowoso pun tampaknya lebih memilih berbelanja di
pasar-pasar modern dengan berbagal pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas
barang, sampal alasan demi gengsi. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin
ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondis ekonomi
menengah ke bawah, sehingga tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-
menerus berbelanja di toko-toko modern. Hilangnya pasar-pasar tradisional akan berdampak
pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso, seperti bertambahnya pengangguran,
menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya
sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus ditribusi kebutuhan pokok, dan lain-
lain yang pada akhirnya bermuara pada marginalisasi ekonomi pasar tradisional.

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional
dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional
sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan
kesgjahteraannya, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud “usaha lainnya” misalnya : toko peracangan dan kelontong
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup jelas
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PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu untuk menjaga
keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Kabupaten Bondowoso, sehingga dapat tercipta
persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan
saling memperkuat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2 Tahun_1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730):

3. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum' Acara Pidana
Lembaran Negara- Republik. Indonesia. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502); -

6. Undang...

Paraf koordinasi y
Kepala Diskoperindag | Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabaf. Hulyﬂ\

— T
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6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan | (Lembaran 'Negara ~Republik |Indonesia Tahun 1992 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);

17. Undang-Undang. Nomor, 32  Tahun 2009 . tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup /(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

20. Undang...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu
lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modem ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
di Proyinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008
Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten ‘Bondowoso ‘Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 1
SeriE) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modemn (Lembaran Daerah Kabupaten

Bondowoso Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  PELAKSNAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2.  Bupati adalah Bupati Bondowoso.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4.  Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik  Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat
usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang kecil, menengah,  swadaya masyarakat atau koperasi dengan
usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang
dagangan melalui tawar menawar.

5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang
dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk
melakukan Kkegiatan perdagangan barang.

6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket,
Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang
berbentuk Perkulakan.

7. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan
barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada
konsumen dengan ' cara pelayanan mandiri (swalayan), yang berbentuk
minimarket mandiri dan minimarket berjaringan.

8.  Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata

ruang.
9. Rencana...
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9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan
ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang
menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan
kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman,
pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam
wilayah Kabupaten Bondowoso yang akan diprioritaskan pengembangannya
dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.

BAB II
SATUAN WILAYAH, JARAK ZONA DAN KUOTA

Pasal 2

(1) Satuan wilayah terdiri atas :

a. Wilayah perkotaan sebagai satuan wilayah yang ditetapkan menjadi zona
ekonomi yang dikenakan ketentuan jarak zona dan kuota, terkecuali
dalam hal jarak zona terhadap pasar tradisional.

b. Wilayah perdesaan sebagai satuan wilayah protektif yang dikenakan
ketentuan jarak zona maupun kuota.

(2) Penentuan satuan-satuan wilayah mengacu kepada Rencana Tata Ruang

Wilayah dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang.

(3) Jarak zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilakukan dengan memperhatikan :

a. tingkat kepadatan penduduk;

b. lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko dengan lokasi
yang sudah ada sebelumnya;

c. perlindungan terhadap usaha kecil;
d. iklim usaha yang sehat;

e. aksesibilitas arus lalu lintas;

f.

dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
g. perkembangan pemukiman baru

(4) Kuota toko modern. untuk area dalam kota dan di wilayah kecamatan di
luar area dalam kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah penduduk dan
analisis sosial ekonomi.

(5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III...
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BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 3

1) Pemerin i ;
1) penge1of::n crl,aaesl:;h melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan sistem;

b. sumber daya manusia;

c. jaringan kerja.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi

penyelenggaraan Perizinan Pasar.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan
penyelenggara pasar.

(2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat membentuk Tim pengawas yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia
yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat sertai

dengan unsur masyarakat.
BAB IV
PENGATURAN JAM KERJA
Pasal 5

(1) Jam kerja untuk hypermarket, departement store, supermarket, minimarket,
dan minimarket mandiri di Kabupaten Bondowoso harus menyesuaikan
ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun
2012 tentang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(2) Untuk minimarket yang melakukan kegiatan usaha selama 24 (dua puluh

® empat) jam atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati.
(3) Minimarket ...
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(3) Minimarket yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari
pasar tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain, dapat
melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan izin dari Bupati.

(4) Pengusaha minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administrasi oleh SKPD
yang membidangi berupa :

a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari; dan/atau

b. pencabutan izin, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BABYV
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 CepteaGen Rply

BUPATI BONDOWOS, k

/

(y/ AMIN SAID HUSNI
Diundangkan di Bondowoso

pada tanggal 2f &eﬁwwr R

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 2.

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 3}
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 3y TAHUN 2013
TANGGAL : 2f Gepltabtr 2013

KUOTA TOKO MODERN UNTUK AREA DALAM KOTA DAN
WILAYAH KECAMATAN DI LUAR AREA DALAM KOTA

DI KABUPATEN BONDOWOSO

No. NAMA KECAMATAN KUOTA MINIMARKET
1. | Kecamatan Bondowoso 19
2. | Kecamatan Tamanan 2
3. | Kecamatan Grujugan 1
4. | Kecamatan Sukosari 1
5. | Kecamatan Wringin 1
6. | Kecamatan Maesan 3
7. | Kecamatan Tegalampel 1
8. | Kecamatan Tapen 1
9. | Kecamatan Tenggarang 3
10. | Kecamatan Pujer 1
11. | Kecamatan Wonosari 1
12. | Kecamatan Prajekan 2
13. | Kecamatan Cermee 1
14. | Kecamatan Tlogosari 1
15. | Kecamatan Sumber Wringin 1
16. | Kecamatan Curahdami 2
17. | Kecamatan Pakem 1
18. | Kecamatan Jambesari Darus Sholah 1
19. | Kecamatan Klabang 1
20. | Kecamatan Taman Krocok 1
21. | Kecamatan Binakal 1
22. | Kecamatan Sempol 1
23. | Kecamatan Botolinggo 1

BUPATI BONDOWOSO;” 4 _~

%MIN SAID HUSNI 4+
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